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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2018 

TENTANG  

PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan 

Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan 

Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5449); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada 

Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); 

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1517); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu 

Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

184); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN 

BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

SOSIAL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, 

atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau 

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial. 

2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa 

transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak 

mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan 

terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan 

ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 

3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, 

kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, 

dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. 

4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran 

Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan 

Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama 

PenerimaBantuan Sosial. 

5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak 

Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM 
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adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi 

sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga 

dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan 

data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 

yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian 

Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan 

pengkajian untuk menjamin kebenaran data. 

7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan 

kesahihan data. 

8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya 

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang 

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 

11. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat 

dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial 

untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang 

akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.  

12. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang 

diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih 

dahulu kepada penerbit di mana nilai uang disimpan 

dalam suatu media server atau chip yang dapat 

digunakan sebagai alat penyaluran Bantuan Sosial dan 

bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang yang mengatur mengenai 

perbankan. 

13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi 

keuangan yang diproses dengan beberapa 
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sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen 

sumber yang sama. 

14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 

unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 

inspektorat  provinsi, dan inspektorat  kabupaten/kota. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur 

penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari 

APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini bertujuan: 

a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan 

penyaluran BelanjaBantuan Sosial; 

b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat 

berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan 

c. agarBantuan Sosial yang diberikan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara 

Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja 

Bantuan Sosial. 

 

BAB II 

BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL 

 

Pasal 5 

(1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang 

diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, 

dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan 

sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta 

memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, 

keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang 


